
 

 
 

 

 
BUPATI LOMBOK UTARA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  

NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  LOMBOK  UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran 

antar rincian objek belanja dalam objek belanja jenis 
belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara 

merubah Perubahan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
sebagai dasar pelaksanaannya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok 
Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun Anggaran 2019. 
    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851);  
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 



66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor  82, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang     

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6263); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 4028);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapakali 

dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun  2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4578); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang     

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang     

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006     
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614) ; 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang     
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil 

pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2011 tentang perubahan atas Peratutan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5209); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang     

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219 ); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang     
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang     
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



  26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  27. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara 
Tahun Anggran 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

  28. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Aloksi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 271); 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011, Nomor 525); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 701) 
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 



Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 
Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 49); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 
Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 68); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Nomor 5); 
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Utara Nomor 6); 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara           
Nomor 45); 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara         

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Nomor 46); 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara           
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Nomor 62); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2018 Nomor 6); 

    

  MEMUTUSKAN : 

    
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 48 TAHUN 

2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 



Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2019  diubah sebagai berikut : 
 

Ketentuan Pasal 1, sehingga Pasl 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Semula Rp. 1.130.314.492.686.67   

 b. Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.130.314.492.686.67 

  

2. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 (1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja :  

  a. Belanja Pegawai 

   1) Semula Rp. 267.222.162.710,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 267.222.162.710,00 

  b. Belanja Hibah 

   1) Semula Rp. 7.916.800.000,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 7.916.800.000,00 

  c. Belanja Bantuan Sosial 

   1) Semula Rp. 12.750.000.000,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 12.750.000.000,00 

  d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 

   1) Semula Rp. 12.558.737.039,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 12.558.737.039,00 

  e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah 

Desa dan Partai Politik  

   1) Semula Rp. 113.632.745.315,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 113.632.745.315,00 

  f. Belanja Tak Terduga 

   1) Semula Rp. 1.250.000.000,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 1.250.000.000,00 



 (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

  a. Belanja Pegawai 

   1) Semula Rp. 69.331.224.964,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 69.331.224.964,00 

  b. Belanja Barang dan Jasa 

   1) Semula Rp. 320.198.289.146,74   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 320.198.289.146,74 

  c. Belanja Modal    

   1) Semula Rp. 353.585.077.008,00   

   2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

    Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 353.585.077.008,00 

  

3. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Penerimaan Pembiayaan 

  1) Semula Rp. 40.160.543.315,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 40.160.543.315,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan 

  1) Semula Rp. 12.000.000.000,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00 

  

4. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pembiayaan : 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  

  1) Semula Rp. 40.160.543.315,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 40.160.543.315,00 

 b. Pencairan Dana Cadangan 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   



   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

 d. Penerimaan Kembali Dana Bergulir 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

  

5. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

 a. Pembentukan Dana Cadangan 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

  1) Semula Rp. 12.000.000.000,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00 

 c. Pembayaran Pokok Hutang 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

 d. Pemberian Pinjaman Daerah 

  1) Semula Rp. 00,00   

  2) Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp. 00,00   

   Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00 

 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Ketentuan Pasal 2 mengenai rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dirinci dalam lampiran II diubah, sehingga pasal 
3 berbunyi : 

 

Rincian Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II pergeseran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 

 



Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok 

Utara. 

 
 

Ditetapkan di  Tanjung 

 pada tanggal, 25 Maret 2019 

 
  BUPATI LOMBOK UTARA, 

 

  ttd 
 

  H. NAJMUL AKHYAR 

Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal, 25 Maret 2019 

 

 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

 

 ttd 

 
 H. SUARDI 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7 

 
 


	Diundangkan di Tanjung
	pada tanggal, 25 Maret 2019

